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DENGAN RAHMAT PEN Yam. MAHA ESA 

| HUTAN DOKONTALO,. 

Menimbang: a bahwa berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri "Nomor 
77 Tahun 2020" tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah Butir D. Id Pergeseran anggaran yang tidak 

— menyebabkan perubahan APBD yaitu Pergeseran antar objek 
dalam jenis yang sama, Pergeseran antar rincian objek dalam” 
objek yang. sama Pergeseran antar sub rincian objek. dalam 
rincian objek yang sama dan Peruhahan atau pergeseran atas 
uraian dari sub rincian objek 

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik : 
Indonesia 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman. Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun. Anggaran 

| 2024 Butir C. 2. b angka 3) dalam hai penganggaran dana 
transfer ke daerah: sebagaimana: dimaksud pada an gka 2 
penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis: tahun 
2024, . Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas 
penggunaan dana transfer ke daerah. dimaksud dengan 

ag melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran. APBD Tahun: Anggaran 2023 dan diberitahukan. h 



2 Mengingat: 

' 9 | : 

.kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam. 

Ka peraturan daerah - tentang . perubahan APBD Tahun 

Anggaran2024 atau ditampung . dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang. tidak 

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024: 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b,' perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan. Keempat Atas Peraturan Bupati 
Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah: Tahun Anggaran 

2024: 0 

“1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah: Daerah Tingkat NN di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

Ea 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822) | | 
2. Undang-Undang . Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. (Lembaran. Negara Republik Indonesia “Tahun 2003: 
. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia” Kana 

' Nomor 4286) sebagaimana telah-diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2020. tentang 

Penetapan Peraturan : Pemerintah. Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas. Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease. 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam. Rangka 
Menghadapi Ancaman - yang Membahayakan Perekonomian 5 

Nasional dan/atau . Stabilitas Sistem: Keuangan Menjadi. 

Undang-Undang: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
- 2020 Nomor 134, Tambahan . Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 65161” 

. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang: Perbendaharaan 
Negara : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004: 

... Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia 
. Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 2. Tahun 2926 tentang. 

Penetapan ' Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 
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Nomor 1 Tahun. 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi. 
Corona Virus. Disease: 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam: Rangka 

Menghadapi “Ancaman yang Membahayakan Perekonomian ' 
“Nasional dan Jatau. Stabilitas Sistem Keuangan. Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, “Tambahan. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516): | 

Is Uridang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan. | Tanggung Jawab. Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor — 
66, — Tambahan” “Lembaran. Negara Republik Indonesia 

| Nomor: 440015. | . 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran: Negara Republik Indonesia 

“Nomor 5587j sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan. Undang-Undang Nomor. & Tahun 2023 tentang 

— Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang. 
. Nomor. 2 Tahun. 2022: tentang: Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran. Neg ara Republik: Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856), Oa 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 12022 tentang! Hubungan. 

Keuangan antara Pemerintah Pusat. dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 4, 
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 67571: 

7. Peraturan. Pemerintah. "Nomor: 30: Tahun 1979: tentang | 
. Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Gorontalo 

dari Isimu. ke Limboto (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 1979. :Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Nomor 31474 — | 

8. Peraturan - Pemerintah - Nomor 12: Tahun 2017 . tentang 
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan . Pemerintah . 

. Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor.6041): 3 | | 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor. 37. Tahun 2023: tentang Dana. 
“Perimbangan (Lembaran Negara. Republik . Indonesia: Tahun 
12023. Nomor: 100, Tambahan. Lembaran Negara Republik. 

Han “Indonesia -Nomor 6883): Mn : | 
| ' 10. Peraturan Meniteri Dalam Nari Nomor: TT Tahun 2020 tentang 
2 - Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

“ Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), . | 
. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor is Tahun 2023 tentang 

6 : Pedoman ' Penyusunan . Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Tahun " Anggaran. 2024. (Berita Negara Republik. 

| Indonesia Tahun 2023 Nomor 799): : & 3 12. Peraturan “Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. . 
Aa 204/PMK. 07/2022. tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

vs Non Fisik. Tan | | 
: ra Peraturan Menteri Keuangan: Republik Indonesia Nomor. 25 

| Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Alokasi" Khusus Fisik 
» (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 2024 Nomor 2295 | 

Ig 1 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 | 

: Tahun 2023. tentang Petunjuk Teknis Bagian. Dana Alokasi 
Umum yang ditentukan penggunaannya Berita Negara 

En - Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 807): 2 | 
Bh 15: Peraturan: Daerah Kabupaten. Gorontalo Nomor" & Tahun 

0093 tentang: Pengelolaan Keuangan : Daerah (Lembaran 
: Daerah Kabupaten: Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3): 

| Ka 16. Peraturan Daerah. Kabupaten, Gorontalo . Nomor 8 Tahun. -. 
:2023 tentang. . Anggaran: Pendapatan dan Belanja. Daerah 

. Kabupaten : Gorontalo Tahun. Anggaran 2024 (Lembaran 

| | — Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023. Nomor 8): 
' | ' » Peraturan Bupati Gorontals Nomnor . 42 Tahun 2021 tentang N 

2 .Tata .Cara Penganggaran : Dan Pelaksanaan “Belanja Yang 

— Melampaut Tahun. Anggaran (Berita Daerah. Kabupaten 

1 . Gorontalo Tahun 2021 Nomor 2 . 

18 Peraturan Bupati: Gorontalo Nomor 27 Tahun. 2023: tentang 
| . Penjabaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
an “Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2023 Nomor 2 ' 

no ALE 
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. MEMUTUSKAN 1 

. Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
3 NN PERATURAN BUPATI GORONTALO. NOMOR 27 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
25 1 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, 

Ka | “Pasali. h 

-. Fi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 
2023 tentang. Penjabaran Anggaran. Pendapatan dan Belanja. 

das Daerah Tahun “Anggaran 2024 (Berita Daerah. Kabupaten 
. Gorontalo Tahun 2023 Nomor 27) diubah. sebagai berikut : 

H3 Ketentuan Pasal 32 at T | diubah, Sehingga berbunyi sebagai 
- berikut: na 

Pasal 32 

“4n Perubahan uraian Penjabaran Anggaran Pendapatan: dan 
Belanja Daerah yaitu: ma 

1. Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran. APBD yang 
dilklasifikasikan ' “menurut kelompok, jenis, objek dan 

rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, 

2. - Lampiran U Penjabaran APBD menurut urusan: 
. Pemerintahan Daerah, Organisasi, Programi, “Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 0 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

sebagaimana. tercantum dalam: lainpiran Peraturan 

Bupati ini. | Na ag 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal IU JUNI 20Y 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

ONI SAMPIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 2i 


